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Panduan Substansi Penilaian  Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah 



  Penyesuaian Pengguna pada Masa Transisi Pengelolaan Kinerja di PMM (artikel) 

No Jika Maka 

1 Seorang Guru ASN 
mendapatkan 
penugasan sebagai 
Pelaksana Tugas 
(Plt) Kepala Sekolah 

SKP sebagai Guru dan SKP sebagai Plt. Kepala Sekolah tetap dilaksanakan sampai dengan tahap penilaian 
kinerja di PMM untuk mendapatkan Predikat Kinerja (mengerjakan seluruh SKP). Predikat Kinerja yang dialirkan 
ke e-Kinerja BKN dan dikonversi menjadi Angka Kredit adalah Predikat Kinerja Tahunan pada jabatan definitif 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Khusus untuk Guru plt KS yang bertugas di sekolah yang sama, maka jabatan sebagai Guru akan dinilai oleh 
Kepala Dinas atau Tim Kerjanya. 

2 Seorang Pegawai 
ASN diperbantukan 
di sekolah swasta 

Pegawai tidak perlu melanjutkan pengelolaan kinerja di PMM. Pegawai dapat melakukan pengelolaan kinerja di 
e-Kinerja BKN sesuai dengan alur, UNOR, dan atasan yang tersedia di e-Kinerja. Jika data perencanaan kinerja 
di PMM telah mengalir ke e-Kinerja, silakan melanjutkan proses pengelolaan kinerja di e-Kin.  

3 Seorang Pegawai 
ASN di luar naungan 
Kemendikbudristek/P
emda menjadi Plt. KS 
di sekolah negeri 
(misalnya 
Kemenperin, KLHK) 

Terdapat dua skenario: 
● Jika pegawai tercatat datanya di Dapodik, maka bisa melanjutkan Pengelolaan Kinerja di PMM. 
● Jika tidak tercatat datanya di Dapodik, mohon hubungi Pusat Bantuan PMM dengan menyertakan nama 

lengkap, nama instansi, nama satuan pendidikan, UNOR, dan NPSN-nya untuk diinvestigasi lebih lanjut. 

4 Seorang Pegawai 
ASN di Satuan 
Pendidikan dalam 
naungan Kemenag 

Terdapat tiga skenario: 
 

● Jika pegawai tidak tercatat datanya di Dapodik, maka pegawai dapat melakukan Pengelolaan Kinerja di 
e-Kinerja BKN. 

● Jika pegawai tercatat datanya di Dapodik dengan status kepegawaian “PNS Depag”, maka pegawai 
dapat melakukan Pengelolaan Kinerja di e-Kinerja BKN. 

● Jika pegawai tercatat datanya di Dapodik bukan dengan status kepegawaian “PNS Depag”, maka 
pegawai dapat hubungi Operator Dapodik agar mengubah status kepegawaian Anda menjadi “PNS 
Depag”. Setelah Status kepegawaian Anda sudah berhasil diubah menjadi ‘PNS Depag’, Anda dapat 
melakukan Pengelolaan Kinerja di e-Kinerja BKN.  

https://pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/33374387760025-Penyesuaian-Pengguna-pada-Masa-Transisi-Pengelolaan-Kinerja-di-PMM
https://docs.google.com/presentation/d/1TQE8zcO2CaKRd1vNFJfUpK-lMHkaTq1v4hSsFLeatD0/edit
https://peraturan.bpk.go.id/Details/202232/permen-pan-rb-no-6-tahun-2022
https://peraturan.bpk.go.id/Details/202232/permen-pan-rb-no-6-tahun-2022
https://peraturan.bpk.go.id/Details/202232/permen-pan-rb-no-6-tahun-2022
https://pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id/hc/en-us


  Penyesuaian Pengguna pada Masa Transisi Pengelolaan Kinerja di PMM (artikel) 

No Jika Maka 

5 Seorang Pegawai 
ASN sedang Cuti di 
Luar Tanggungan 
(CLTN) 

Tidak perlu membuat SKP atau melakukan Pengelolaan Kinerja di sistem manapun 
terhitung semenjak penetapan pada SK CLTN. Sesuai peraturan/regulasi cuti yang berlaku.  

6 Seorang Pegawai 
ASN bekerja di 
Sekolah Indonesia 
di Luar Negeri 
(SILN) 

Pegawai tidak perlu melanjutkan pengelolaan kinerja di PMM. Pegawai membuat SKP dan 
melakukan Pengelolaan Kinerja di e-Kinerja BKN sesuai dengan alur, UNOR, dan atasan 
yang tersedia di e-Kinerja. 

7 Seorang Pegawai 
ASN sedang Tugas 
Belajar 

Mekanisme yang berlaku adalah: 
● Untuk Tugas Belajar dengan Biaya Instansi, Pegawai bisa memproses Pengelolaan 

Kinerjanya melalui e-Kinerja BKN.  
● Untuk Tugas Belajar Mandiri, karena masih bertugas di SatPen, mengisi SKP dan 

melakukan Pengelolaan Kinerja melalui PMM. 

8 Seorang Pegawai 
ASN resign atau 
pensiun sebelum 
periode pengkin 
selesai 

Tetap membuat SKP di PMM hingga akhir periode kerja. 

https://pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/33374387760025-Penyesuaian-Pengguna-pada-Masa-Transisi-Pengelolaan-Kinerja-di-PMM
https://peraturan.bpk.go.id/Details/177987/perka-bkn-no-7-tahun-2021


  
Progres Penilaian Kepala 
Sekolah oleh TIM Kerja 
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Rekap Predikat Kinerja Organisasi 

Rekap Penetapan Predikat Kinerja Pegawai 

(Tahunan) 



PROGRES PENILAIAN KS DEFINITIF YANG BELUM SELESAI 



PROGRES PENILAIAN KS DEFINITIF YANG BELUM SELESAI 



PROGRES PENILAIAN KS DEFINITIF YANG BELUM SELESAI 



PROGRES PENILAIAN KS DEFINITIF YANG BELUM SELESAI 



PROGRES PENILAIAN KS DEFINITIF YANG BELUM SELESAI 



PROGRES PENILAIAN KS DEFINITIF YANG BELUM SELESAI 



PROGRES PENILAIAN PLT. KS YANG BELUM SELESAI 



PROGRES PENILAIAN PLT. KS YANG BELUM SELESAI 



PROGRES PENILAIAN PLT. KS YANG BELUM SELESAI 



PROGRES PENILAIAN PLT. KS YANG BELUM SELESAI 



PROGRES PENILAIAN PLT. KS DARI GURU YANG BELUM SELESAI 



         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Integrasi 
Pengelolaan Kinerja dengan 
e-Kinerja BKN 

Sosialisasi Calon Narasumber Pengelolaan Kinerja 2025 



Sinkro Rencana 
Hasil Kerja (RHK) 
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Sub Sistem Perencanaan: 
• Berisi Modul Pengisian 

Rencana Hasil Kerja JPT 
hingga JA/JF 

• Pembuatan Matriks Peran dan 
Hasil 

• Pengajuan SKP  
• Persetujuan SKP  
• Pencetakan SKP 
 



Data Perencanaan Kinerja yang dialirkan ke Aplikasi 
Kinerja BKN 



Guru/KS pengguna PKG/PKKS/PKPS 
mendapatkan tampilan view-only dan 
bisa melakukan sinkronisasi data SKP 
yang ada di PKG/PKKS/PKPS.   
 
Melalui fitur sinkronisasi, maka PMM 
akan menjadi source-of-truth untuk 
konten data SKP jika terdapat 
perbedaan dengan e-Kinerja  
 

● Jika sinkron berhasil: Guru/KS 
akan memiliki konten SKP yang 
sama seperti di PKG/PKKS 

● Jika sinkron gagal: Guru/KS dan 
instansi akan mengetahui data 
apa yang perlu diperbaiki di 
SIASN/e-Kinerja 

Tampilan view-only dan Sinkro PMM untuk Guru/KS 



● Sejak 27 Mei 2024, telah 
dirilis fitur Sinkro 
PKG/PKKS/PKPS di e-
Kinerja. 
 

● Bisa digunakan oleh 
Pegawai dan Admin BKD 
yang telah berhasil 
mengalirkan ~156ribu SKP 
guru/KS dari 
PKG/PKKS/PKPS yang 
sebelumnya tidak dapat 
dialirkan. 

Pengenalan Kembali: Fitur Sinkro PMM di e-Kinerja 



Instansi dapat melihat daftar guru/KS 
yang memiliki status SKP yang belum 
mengalir dan melihat perbaikan data 
yang harus dilakukan  

 
● Contoh: KS tidak sesuai dengan 

PMM, unor di e-Kinerja tidak 
aktif. 
 

Setelah dilakukan perbaikan data, 
instansi juga dapat melakukan 
sinkronisasi data SKP untuk 
melakukan retry pengiriman data SKP 
dari PKG/PKKS/PKPS. 

Daftar perbaikan data dan Sinkro PMM untuk Admin BKD 



Integrasi dua arah - PKG/PKKS/PKPS dan Ekinerja 

Aplikasi Ekinerja telah dikembangkan untuk melakukan pengambilan data langsung dari 

PKG/PKKS/PKPS. Aplikasi akan memberi notifikasi jika terdapat kesalahan data. 

Jika data berhasil disinkronisasi Jika data tidak berhasil disinkronisasi 



Selain dapat digunakan untuk jabatan 
definitif, kini fitur Sinkro PMM juga dapat 
digunakan untuk mengalirkan SKP PLT KS 
dari PKG ke e-Kinerja 
 
Proses sinkronisasi SKP untuk PLT KS 
dapat dilakukan oleh Guru/KS secara 
mandiri, atau juga dapat dilakukan oleh 
Admin BKD 
 
Setelah proses sinkronisasi SKP untuk PLT 
KS selesai dilakukan, maka proses Sinkro 
PMM dapat dilanjutkan untuk seluruh 
guru yang berada di sekolah terkait 

Penggunaan fitur Sinkro PMM untuk PLT KS 

Fitur Sinkro PMM untuk PLT KS telah dirilis pada 4 Juli 
2024 dan telah digunakan untuk mengalirkan SKP PLT 
KS untuk ~2400 pegawai 

Fitur “Sinkro PKG untuk PLT KS” di e-Kinerja 



Sinkro  
Penilaian Periodik 
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Sub Sistem Penilaian Kinerja: 
• Berisi Modul Pemberian Feedback 

Kinerja dan Perilaku 
• Pemberian Nilai Kinerja ASN 
• Pemberian Nilai Kinerja 



Sinkronisasi Penilaian Periodik 

“tipe periodik” 

“angka periodik” 



[Prasyarat] Sinkro Penilaian 

Periodik dapat dilakukan jika 

instansi: 

● memiliki “tipe periodik” 

yang konsisten 

(bulanan/triwulanan) 

● tidak terdapat duplikat 

pada “angka periodik” 

 

Kalau sudah memenuhi 

prasyarat, tombol “Sinkro 

penilaian PMM” akan 

muncul dan bisa diklik 

Prasyarat Sinkronisasi Penilaian Periodik 



Sinkronisasi Penilaian pada Layanan Kinerja BKN - Admin Kinerja 

Menu Admin Kinerja – Log Sinkronisasi PKG 

Pada Menu Admin juga sudah disiapkan menu 

sinkronisasi Penilaian Periodik 



Sinkronisasi Penilaian pada Layanan Kinerja BKN 

Sukses - Kondisi 1 

terdapat data penilaian periodik baru dari PKG 

● Terdapat data penilaian periodik yang sudah 

diproduksi dari aktivitas user dari PKG, namun 

belum muncul di e-Kinerja  

● Data penilaian periodik dari PKG dialirkan ke e-

Kinerja sehingga nilainya muncul di e-Kinerja 

● Pegawai mengetahui informasi data penilaian 

periodik yang diperbarui berdasarkan data PKG 

Sukses - Kondisi 2 

tidak terdapat data penilaian periodik baru dari 

PKG 

● Seluruh data penilaian periodik yang 

diproduksi dari aktivitas pada PKG sudah 

berhasil dialirkan, dan belum ada data baru 

lagi 



Error #1  

“Terdapat 2 tipe periodik di 

periode” 
 

Penyebab 

Instansi memiliki 2 macam tipe periode: 

bulanan dan triwulanan 

 

Tindak lanjut 

Admin e-Kinerja melakukan update tipe 

periodik menjadi hanya bulanan atau 

hanya triwulanan 

Sinkronisasi Penilaian PKG pada Layanan Kinerja BKN 



Error #2 

“Terdapat angka periodik yang 

duplikat di periode” 
 

Penyebab 

Instansi sudah memiliki 1 jenis tipe 

periode, namun terdapat angka 

periodik yang duplikasi 

 

Tindak lanjut 

Admin e-Kinerja melakukan update 

angka periodik agar tidak ada 

duplikat 

Sinkronisasi Penilaian PMM pada Layanan Kinerja BKN 



Error #3 

“Tidak terdapat periode yang 

memiliki data tipe periodik/angka 

periodik” 
 

Penyebab 

Instansi belum memiliki periode yang 

sudah memiliki tipe periodik / angka 

periodik 

 

Tindak lanjut 

Admin e-Kinerja melakukan update 

periode agar memiliki tipe periodik 

dan angka periodik yang sesuai 

Sinkronisasi Penilaian PMM pada Layanan Kinerja BKN 



Sinkro  
Penilaian Akhir 
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  Mekanisme Sinkronisasi Penilaian Akhir 

         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Sosialisasi Calon Narasumber Pengelolaan Kinerja 2025 

Pilih menu Penilaian Kemudian Klik Sinkro Penilaian PKG/PKKS/PKPS.  

Untuk Penilaian Akhir Pilih Tombol ‘Sinkro data Penilaian Final PKG/PKKS/PKPS’.  



  Mekanisme Sinkronisasi Penilaian Akhir - Lanjutan 
 

         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Sosialisasi Calon Narasumber Pengelolaan Kinerja 2025 

Untuk Penilaian Akhir bukan hanya Rating Hasil Kinerja, Predikat Perilaku kerja dan Predikat Kinerja yang 

dialirkan. Bukti dukung, realisasi dan Feedback juga dikirimkan dari PKG/PKKS/PKPS ke e-kinerja BKN  



  Rekap dan catatan penting - sinkro pada e-Kinerja BKN 
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Sinkro Perencanaan Kinerja Sinkro Penilaian (periodik) Sinkro Penilaian Akhir 

1. Pastikan Data NIP yang akan 
dikirim sesuai  

2. Unit Kerja ASN Sudah Sesuai 

3. Atasan (Pejabat Penilai 
KInerja) sudah sesuai 

1. Setting Periode Penilaian 
Periodik sudah dibuat oleh 
admin e-Kinerja 

2. Sudah dilakukan penilaian 
periodik di PKG/PKKS/PKPS 

 

1. Setting Periode Penilaian 
Final sudah dibuat oleh 
admin e-Kinerja 

2. Unit Kerja ASN di e-Kinerja 
sesuai dengan Unit Kerja 
ASN terakhir di 
PKG/PKKS/PKPS 

3. Seluruh data & informasi 
pada formulir atau isian di 
PMM sudah selesai 
dilengkapi 

4. Sudah dilakukan penilaian 
akhir (tahunan) di 
PKG/PKKS/PKPS  



Sub Sistem Tindak Lanjut: 
• Integrasi dengan SIASN untuk layanan kepegawaian 
• Dashboard Instansi dan Dashboard Nasional 
• Identifikasi Diklat dan Pengembangan Pegawai 
• Tindak lanjut Kinerja Untuk Talent Management 
• Integrasi untuk kebutuhan tunjangan kinerja 

Aplikasi Pembayan Tunkin 



Next 
Sinkro SKP Mutasi  
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  Mekanisme Sinkronisasi Penilaian Akhir 

         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Sosialisasi Calon Narasumber Pengelolaan Kinerja 2025 

Pilih menu Penilaian Kemudian Klik Sinkro Penilaian PMM. Untuk Penilaian Akhir Pilih Tombol ‘Sinkro 

data Penilaian Final PMM’.  

Menu Sinkronisasi baru digunakan untuk mensinkronisasi 

RHK jika terjadi Mutasi.  



  Mekanisme Sinkronisasi Penilaian Akhir 

         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Sosialisasi Calon Narasumber Pengelolaan Kinerja 2025 

Pilih menu Penilaian Kemudian Klik Sinkro Penilaian PMM. Untuk Penilaian Akhir Pilih Tombol ‘Sinkro 

data Penilaian Final PMM’.  

Jika Sudah sesuai pilih lakukan sinkro maka sistem akan menampilkan jumlah RHK yang akan disinkronisasi 



  Mekanisme Sinkronisasi Penilaian Akhir 

         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Sosialisasi Calon Narasumber Pengelolaan Kinerja 2025 

Pilih menu Penilaian Kemudian Klik Sinkro Penilaian PMM. Untuk Penilaian Akhir Pilih Tombol ‘Sinkro 

data Penilaian Final PMM’.  

Jika Berhasil maka akan terbentuk SKP baru sesuai 

dengan mutasi yang dilakukan di PKG/PKKS/PKPS 



         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Penyempurnaan 
Pengelolaan Kinerja Guru dan 
Kepala Sekolah Tahun 2025 

Sosialisasi Calon Narasumber Pengelolaan Kinerja 2025 



         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

  Tujuan Pembelajaran 

1 

2 

3 

Peserta dapat memahami substansi dan teknis 
penyempurnaan Pengelolaan Kinerja Guru dan 
Kepala Sekolah tahun 2025 

Peserta dapat memahami manfaat 
penyempurnaan Pengelolaan Kinerja Guru dan 
Kepala Sekolah tahun 2025 

Peserta dapat mendemonstrasikan 
pemahamannya tentang penyempurnaan 
Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah 
tahun 2025 

Sosialisasi Calon Narasumber Pengelolaan Kinerja 2025 



         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

  Cakupan Materi 

1 

2 

3 

Penyempurnaan Pengelolaan Kinerja Tahun 
2025 

Substansi Penyempurnaan Pengelolaan 
Kinerja Guru dan Kepala Sekolah 

Eksplorasi Teknologi Penyempurnaan 
Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala 
Sekolah 

Sosialisasi Calon Narasumber Pengelolaan Kinerja 2025 
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1. Penyempurnaan 
Pengelolaan Kinerja 
Tahun 2025 

Sosialisasi Calon Narasumber Pengelolaan Kinerja 2025 



  

         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

 
Para guru tidak perlu menghabiskan banyak 
waktu untuk melakukan pengelolaan kinerja.  
Mulai tahun 2025, pengelolaan kinerja Guru, 
Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang 
lebih simple, tidak ribet dan tidak perlu ribut. 
 

Sasaran Kinerja Pegawai dalam Pengelolaan kinerja cukup  1  
tahun sekali, tidak perlu mengunggah dokumen 
akuntabilitas, dan pengembangan kompetensi tidak lagi 
berbasis poin serta  tidak mengunggah sertifikat/bukti 
dukung. 
 
Kebijakan tersebut merupakan respon dan jawaban kami atas 
aspirasi para guru serta pemenuhan arahan Bapak Presiden 
akan pelayanan birokrasi yang tidak ribet, tidak birokratis, 
tidak berbelit dan tidak mempersulit masyarakat 
 
 

Pidato Laporan Mendikdasmen kepada Presiden RI 
Pada Puncak Hari Guru Nasional, 28 November 2024 

Arahan Mendikdasmen 

Sosialisasi Calon Narasumber Pengelolaan Kinerja 2025 



  Arahan Mendikdasmen 

         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

”Mulai tahun 2025, akan diberlakukan pengelolaan kinerja Guru, Kepala Sekolah dan 
Pengawas Sekolah yang lebih simple, tidak ribet dan tidak perlu ribut” 

Sebelum 

Beban Administrasi Indikator yang Relevan Unjuk Kinerja yang 
Berdampak 

Pegawai tersita waktunya untuk 
laporan administratif, sementara 
Atasan mengevaluasi kinerja 
berdasarkan dokumen administrasi 
secara manual. 

Indikator kinerja Pegawai diukur dari 
banyaknya indikator membuat 
fokus peningkatan kinerja sulit 
tercapai. 

Tekanan untuk mencapai kinerja 
sempurna hanya melahirkan 
perubahan di atas kertas 

Sesudah 

Penyelarasan teknologi 
mempermudah pengelolaan kinerja 
dengan mengurangi dokumen 
yang perlu disiapkan dan direviu 
oleh atasan 

Pegawai memilih satu indikator 
kinerja yang relevan untuk 
ditingkatkan, sementara Atasan 
menyusun prioritas indikator 
sesuai kondisi sekolah dan daerah 

Atasan mendukung peningkatan 
yang berdampak, terutama 
pembelajaran peserta didik melalui 
pemantauan, pembinaan dan 
evaluasi kinerja 

Sosialisasi Calon Narasumber Pengelolaan Kinerja 2025 



  

         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Pengembangan kompetensi 
berbasis poin 

Unggahan Dokumen 
Akuntabilitas 

Periode/Siklus Pengelolaan 
Kinerja 

Guru, KS merasa sistem poin membuat 
mereka sibuk mengumpulkan sertifikat 
daripada benar-benar meningkatkan 
kompetensi 

Unggahan dokumen dirasa menambah 
beban administratif sehingga menyita 
waktu dan mengurangi fokus dalam 
layanan pembelajaran 

Siklus Pengelolaan kinerja 2 kali setahun 
(semesteran) dirasa masih  menantang 
karena merupakan kebiasaan baru yang 
membutuhkan waktu untuk beradaptasi 

Masukan di 

lapangan 

1 2 3 

Penyempurnaan dalam sistem 

Tidak berbasis poin Tidak perlu mengunggah 
dokumen 

Periode hanya 1 kali dalam 
setahun 

Arahan 

Menteri 

1. Guru dan KS memilih Indikator 
kompetensi 

 
1. Guru & KS mengisi refleksi 

pengembangan kompetensi yang telah 
dilakukan, dan Atasan melakukan 
konfirmasi. 

 
1. Tidak ada poin pengembangan 

kompetensi dan unggah sertifikat. 

1. Guru & KS tidak perlu unggah bukti 
dukung/dokumen di dalam sistem 
 

2. Di sistem, Guru hanya mengonfirmasi 
bahwa pelaksanaan tugas pokok telah 
selesai, lalu KS melakukan konfirmasi. 
 

1. Di sistem, KS cukup melakukan 
konfirmasi ketersediaan dan kesiapan 
dokumen tanpa perlu 
mengunggahnya. 

1. Guru & KS melakukan 1 siklus 
pengelolaan kinerja per tahun 

Catatan: 
Perubahan tidak mengubah alur 

yang selama ini sudah 
diputuskan bersama BKN 

Arahan Mendikdasmen 

Sosialisasi Calon Narasumber Pengelolaan Kinerja 2025 



2. Substansi 
Penyempurnaan 
Pengelolaan 
Kinerja Guru dan 
Kepala Sekolah 
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         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Tidak Berbasis Poin 

1 

Sosialisasi Calon Narasumber Pengelolaan Kinerja 2025 



  

         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Pengembangan 
Kompetensi Guru 

Sosialisasi Calon Narasumber Pengelolaan Kinerja 2025 



  Pengembangan Kompetensi 

         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Guru dan Kepala Sekolah 
mendiskusikan dan menyepakati 
indikator kompetensi yang perlu 

ditingkatkan 

Guru melaksanakan kegiatan 
pengembangan kompetensi 

yang relevan dengan indikator 
yang perlu ditingkatkan 

Guru menuliskan  
refleksi hasil belajar dari 

kegiatan yang telah selesai 
dilaksanakan 

Kepala Sekolah membaca  
hasil refleksi Guru dan 

mempertimbangkan kualitas 
belajarnya dalam penilaian 

kinerja 

1 2 3 4 

● Indikator kompetensi 
mengacu pada Perdirjen 
GTK No.2626 tahun 2023 
tentang Model Kompetensi 
Guru 

● Guru hanya perlu memilih 1 
indikator kompetensi 

● Tidak ada standar minimal JP 
atau poin  

● Tidak ada pembatasan jenis 
kegiatan  

● Jumlah dan jenis kegiatan 
didiskusikan dan disepakati 
oleh Atasan 

● Pegawai menuliskan hasil 
belajarnya setelah mengikuti 
kegiatan  

● Tidak ada standar format 
penulisan refleksi 

● Tidak ada bukti dukung 
yang perlu diunggah (seperti 
sertifikat) 

● Berdasarkan refleksi Guru, 
Kepala Sekolah dapat 
melakukan dialog lebih lanjut 
terkait dampak hasil belajar 
pada praktik kinerja Pegawai 
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         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Daftar indikator 
kompetensi 
berdasarkan Perdirjen 
GTK No.2626 tahun 
2023 tentang Model 
Kompetensi Guru 

1. 

Guru hanya memilih 1 
indikator 

2. 

Kompetensi Indikator Kompetensi Guru 

Pedagogik 

1.1 
Lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi 
peserta didik 

1.2 Pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik 

1.3 
Asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada 
peserta didik 

Kepribadian 

2.1 
Kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku 
sesuai dengan kode etik guru 

2.2 Pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi 

2.3 Orientasi berpusat pada peserta didik 

Sosial 

2.4 Kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran 

2.4 
Keterlibatan orangtua/wali dan masyarakat dalam 
pembelajaran 

2.4 
Keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih 
luas untuk peningkatan pembelajaran 

Profesional 

3.1 Pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya 

3.2 Karakteristik dan cara belajar peserta didik 

3.3 Kurikulum dan cara menggunakannya 

Pengembangan Kompetensi (Guru) 
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         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Tidak Perlu 
Mengunggah 

Dokumen 

2 
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         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

  

1 

● Dokumen akuntabilitas bukanlah 
tambahan dokumen baru 

● Jenis dokumen: Kurikulum 
satuan pendidikan, rangkuman 
kehadiran guru, surat 
tugas/keputusan untuk tugas 
tambahan guru 

2 

Dokumen akuntabilitas adalah 
rekam kinerja guru dalam 
mengerjakan Tugas Pokok 
dan tanggung jawabnya 
sehari-hari 

3 

Tidak ada dokumen yang 
perlu diunggah ke dalam 
sistem 

 

4 

Atasan cukup menyatakan 
bahwa ketersediaan dan isi 
dokumen sudah sesuai. 

Guru mengetahui Tugas Pokok 
(5M) serta dokumen akuntabilitas 

yang perlu dikonfirmasi oleh 
Kepala Sekolah 

Guru melaksanakan Tugas 
Pokoknya sehari-harinya 

Guru menunjukkan dokumen 
akuntabilitas Tugas Pokoknya 

ke atasan di luar sistem 

Kepala Sekolah 
mengkonfirmasi ketersediaan 
dokumen keseharian Tugas 

Pokok guru 

Pelaksanaan Tugas Guru 
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         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

No Nama Dokumen Penjelasan 

1 Dokumen KOSP Dokumen yang disusun oleh Kepala Sekolah, Guru dan pemangku kepentingan lainnya 
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai dengan 
kurikulum yang dipilih dan ditetapkan oleh satuan pendidikan 

2 Rangkuman kehadiran 
guru 

Dokumen yang berisi rekapitulasi kehadiran bulanan Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga 
Kependidikan (bukan daftar hadir). 

3 Surat tugas/keputusan 
untuk Tugas Tambahan 
guru 

Tugas Tambahan adalah tanggung jawab atau peran ekstra yang diberikan kepada Guru 
berdasarkan Surat Keputusan atau Surat Tugas dari Kepala Sekolah, di luar tugas utama 
mengajar. 

Catatan 
Penamaan di atas bukan nomenklatur untuk membuat dokumen baru; penamaan dokumen mungkin bisa berbeda di lapangan. 
Silakan baca kolom ‘Penjelasan’ untuk mencari padanannya. 

Dokumen tidak diunggah ke dalam sistem.  

Apa Saja Cakupan Dokumen Akuntabilitas Guru? 
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         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Periode Hanya 1 Kali 
Dalam Setahun 

3 
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         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Tahapan Pengelolaan Kinerja Guru 

          Perencanaan            Pelaksanaan, Pemantauan, 
 dan Pembinaan        Penilaian  

Guru memilih 1 Sub 

Indikator Kinerja dari 

Indikator Rapor 

Pendidikan: indikator D1, 

8 Sub Indikator Praktik 

Pembelajaran 

 

Guru memilih fokus untuk 7 

aspek perilaku 

BERAKHLAK yang akan 

ditingkatkan 

 

Guru memilih 1 indikator 

kompetensi untuk 

dikembangkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru mendapatkan 
Predikat Kinerja Pegawai 
dan umpan balik untuk 
persiapan pengelolaan 
kinerja periode 
selanjutnya 

2 4 

A 

Diskusi 

Persiapan 

B 

Observasi  

Kinerja 

C 
Diskusi 

Tindak 

Lanjut 

E 

Refleksi 

Tindak 

Lanjut 

D 

Upaya 

Tindak 

Lanjut 

Menyusun Sasaran Kinerja 

Pegawai (SKP) 

Melakukan pendokumentasian kinerja, pemberian 

umpan balik berkelanjutan, dan peningkatan 

kinerja berkelanjutan 

Mendapatkan penilaian 

Pengelolaan Praktik Kinerja dilakukan 
sebanyak 1 kali dalam setahun. 

3 
Pemutakhira
n Data Guru 

Prasyarat 
implementasi 
pengelolaan kinerja 
Guru adalah data 
yang sudah 
mutakhir dan 
padan antara 
Dapodik, SI-ASN, 
dan Dukcapil. 

Dibutuhkan 
kolaborasi antar 
aktor lintas K/L. 

Memastikan data pegawai 
sudah dimutakhirkan agar 

tidak terjadi disparitas 

1 
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  Anjuran kalender implementasi Pengelolaan Kinerja Guru 

63 Kembali ke Daftar Isi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Jan 
● Melaksanakan tugas pokok 
● Berdiskusi dengan KS, menyusun SKP (untuk 1 

tahun) 

Februari 

Maret 

● Melaksanakan tugas pokok 
● Berdiskusi dengan KS untuk persiapan 

observasi praktik kinerja 
● Menerima umpan balik hasil observasi dari 

Kepala Sekolah 
● Mulai melakukan kegiatan pengembangan 

kompetensi sesuai kompetensi yang dipilih 

Kepala Sekolah Guru 

● Mengelola pelaksanaan tugas pokok Guru 
● Menyetujui dan menyepakati SKP Guru 

● Mengelola pelaksanaan tugas pokok Guru 
● Mengobservasi praktik kinerja Guru di kelas 
● Mengirimkan umpan balik hasil observasi ke Guru 
● Menyetujui rencana tindak lanjut Guru 
● Memantau dan membina perilaku kerja Guru 

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 



  Anjuran kalender implementasi Pengelolaan Kinerja Guru 

64 Kembali ke Daftar Isi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

● Melaksanakan tugas pokok 
● Melaksanakan upaya tindak lanjut 

peningkatan kinerja yang telah disepakati 
● Melakukan kegiatan pengembangan 

kompetensi yang dipilih 

● Mengelola pelaksanaan tugas pokok Guru 
● Memantau dan membina upaya tindak lanjut 

peningkatan kinerja Guru 
● Memantau dan membina perilaku kerja Guru 

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 

Kepala Sekolah Guru 

April 

Mei 

Juni 



  Anjuran kalender implementasi Pengelolaan Kinerja Guru 

65 Kembali ke Daftar Isi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Juli 

Agustus 

Sep- 
tember 

Kepala Sekolah Guru 

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 

● Melaksanakan tugas pokok 
● Melaksanakan upaya tindak lanjut peningkatan 

kinerja yang telah disepakati 
● Melakukan kegiatan pengembangan 

kompetensi yang dipilih 
● Mulai melakukan refleksi atas upaya 

peningkatan kinerja dan pelaksanaan 
kegiatan pengembangan kompetensi 

● Mengelola pelaksanaan tugas pokok Guru 
● Memantau dan membina upaya tindak lanjut 

peningkatan kinerja Guru 
● Memantau dan membina perilaku kerja Guru 



  Anjuran kalender implementasi Pengelolaan Kinerja Guru 

66 Kembali ke Daftar Isi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Oktober 
● Melaksanakan tugas pokok 
● Menyelesaikan refleksi atas 

upaya peningkatan kinerja 
dan pelaksanaan kegiatan 
pengembangan 
kompetensi Novem-

ber 

Desem- 
ber 

Kepala Sekolah Guru 

● Mengelola pelaksanaan tugas pokok Guru 
● Memberikan umpan balik kepada hasil 

refleksi peningkatan kinerja dan 
pelaksanaan kegiatan pengembangan 
kompetensi Guru 

● Mengkonfirmasi ketersediaan dokumen 
akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok Guru 

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 

● Melaksanakan tugas pokok 
● Mendapatkan predikat 

kinerja tahunan 

● Mengelola pelaksanaan tugas pokok Guru 
● Mengirimkan data penilaian Guru ke Kepala Dinas 
● Menetapkan predikat kinerja tahunan Guru 

Kepala Dinas 
Pendidikan 

Menetapkan predikat 
kinerja organisasi satuan 
pendidikan (PKO) 



         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

3. Eksplorasi iterasi 
Pengelolaan Kinerja 
Guru dan Kepala 
Sekolah pada prototipe 
platform baru  
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         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Beberapa catatan sebelum kita mengeksplorasi teknologi… 

1 

2 

Anda akan diberikan akses menuju prototipe 
Pengelolaan Kinerja Guru yang baru. Tidak ada 
perbedaan peran untuk sesi ini. 

Tugas Anda adalah mengeksplorasi perubahan 
substansi dan teknis pada teknologi. Ikuti instruksi 
eksplorasi dari Narasumber. 

3 
Catatan: tampilan teknologi yang Anda akses kali ini 
belum final. Ketika rilis, mungkin ada perubahan 
minor. 
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         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Sosialisasi Calon Narasumber Pengelolaan Kinerja 2025 

Perencanaan Pengembangan Kompetensi 2024 Perencanaan Pengembangan Kompetensi 2025 

Kepala sekolah memilih beberapa kegiatan untuk 
mencapai 32 poin pada pengembangan kompetensi. 

Kepala sekolah memilih 1 indikator dari Model Kompetensi 
Kepala Sekolah dan mendiskusikan dengan Atasan terkait 
kegiatan yang ingin dilakukan untuk mengembangkan 
indikator tersebut. 

Pengembangan kompetensi tidak lagi berbasis poin 



         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Sosialisasi Calon Narasumber Pengelolaan Kinerja 2025 

Tidak perlu kumpulkan dokumen akuntabilitas 

Guru hanya perlu merefleksikan kegiatan 

pengembangan kompetensi 

Kepala Sekolah perlu melakukan validasi dengan 

memastikan bahwa kegiatan sudah dilakukan  



  

         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Eksplorasi #1 

1. Memilih indikator praktik kinerja 
2. Memilih indikator kompetensi  
3. Memilih fokus Perilaku Kerja 
4. Membaca rangkuman 
5. Mengirimkan ajuan SKP ke atasan 

Sebagai Guru,  
silakan membuat SKP 
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         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Eksplorasi #2 

Sebagai Kepala Sekolah, 
silakan setujui SKP Guru. 

1. Mengecek Hasil Kerja Utama 
2. Mengecek Hasil Kerja Tambahan 
3. Mengecek Perilaku Kerja 
4. Menyetujui Rencana Kinerja Guru 
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         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Eksplorasi #3 

Sebagai Guru, mari 
sepakati persetujuan 

Kepala Sekolah 

1. Klik cek dan sepakati  
2. Cek apakah ada penyesuaian dari 

atasan  
3. Klik Sepakati   
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         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Eksplorasi #4 

Sebagai Guru, 
silakan melakukan 

Pelaksanaan. 
1. Mengumpulkan Formulir Diskusi 

Persiapan 
2. Mengecek Rincian 
3. Mengumpulkan Dokumen Tindak 

Lanjut 
4. Mengumpulkan Formulir Dokumen 

Tindak Lanjut 
5. Mengumpulkan Dokumen Refleksi 

Tindak Lanjut 
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         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Eksplorasi #5 

Sebagai Kepala Sekolah, 
silakan melakukan Penilaian 

Praktik Kinerja Guru. 

1. Mengumpulkan Rating Observasi Guru 
2. Mengumpulkan Nilai Dokumen Tindak 

Lanjut 
3. Mengumpulkan Nilai Dokumen Refleksi 

Tindak Lanjut 
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         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Eksplorasi #6 

Sebagai Kepala Sekolah, 
silakan melakukan Penilaian 

Perilaku Kerja Guru. 

1. Membaca panduan menilai 
2. Menilai Perwujudan dan Dampak untuk 

setiap aspek 
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         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Eksplorasi #7 

Sebagai Kepala Sekolah, 
silakan melakukan 

Pemeriksaan Kelengkapan 
Dokumen. 

1. Memeriksa Pengembangan Kompetensi 
2. Memeriksa Tugas Tambahan 
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         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Eksplorasi #8 

Sebagai Kepala Sekolah, 
silakan melakukan Pengiriman 

Hasil Penilaian Kinerja 

1. Membaca panduan sebelum mengirimkan 
data 

2. Membaca daftar penilaian kinerja guru 
3. Mengirim data predikat kinerja organisasi 

ke Dinas Pendidikan 
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         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Eksplorasi #8 

Sebagai Kepala Sekolah, 
silakan melakukan 

Penetapan Predikat 
Kinerja 

1. Membaca panduan penetapan predikat 
kinerja 

2. Membaca Daftar Penetapan Predikat Kinerja 
yang sudah terisi otomatis berdasarkan 
rating 

3. Mengirim Predikat Kinerja ke Guru 
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         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Eksplorasi #9 

Sebagai Kepala Sekolah, 
silakan melakukan Konfirmasi 

Ketersediaan Dokumen. 

1. Memberikan ceklis pada pernyataan 
2. Menyimpan pernyataan 
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Terima Kasih untuk kerja kerasnya! 

         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Sosialisasi Calon Narasumber Pengelolaan Kinerja 2025 

Semangat bertugas, Bapak-Ibu! 



Terima Kasih 

         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Sosialisasi Calon Narasumber Pengelolaan Kinerja 2025 



         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Pengembangan 
Kompetensi  
Kepala Sekolah 

  

Pengembangan 
Kompetensi  
Kepala Sekolah 
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         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Pengembangan Kompetensi 

Kepala Dinas/Tim Kinerja dan Kepala 
Sekolah mendiskusikan dan 

menyepakati  
indikator kompetensi yang  

perlu ditingkatkan 

Kepala Sekolah melaksanakan 
kegiatan pengembangan 

kompetensi yang relevan dengan 
indikator yang perlu ditingkatkan 

Kepala Sekolah menuliskan  
refleksi hasil belajar dari kegiatan 
yang telah selesai dilaksanakan 

Kepala Dinas Pendidikan  
membaca hasil refleksi Kepala 

Sekolah dan mempertimbangkan 
kualitas belajarnya dalam 

penilaian kinerja 

1 2 3 4 

● Indikator kompetensi 
mengacu pada Perdirjen 
GTK No.7327 tahun 2023 
tentang Model Kompetensi 
Kepala Sekolah 

● Kepala Sekolah  hanya 
perlu memilih 1 indikator 
kompetensi 

● Tidak ada standar minimal JP 
atau poin  

● Tidak ada pembatasan jenis 
kegiatan  

● Jumlah dan jenis kegiatan 
didiskusikan dan disepakati 
oleh Atasan 

● Kepala Sekolah 
menuliskan hasil belajarnya 
setelah mengikuti kegiatan  

● Tidak ada standar format 
penulisan refleksi 

● Tidak ada bukti dukung yang 
perlu diunggah (seperti sertifikat) 

● Berdasarkan refleksi, Kepala 
Dinas dapat melakukan dialog 
lebih lanjut terkait dampak hasil 
belajar pada praktik kinerja 
Kepala Sekolah 
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         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Pengembangan Kompetensi (Kepala Sekolah) 

Daftar indikator 
kompetensi 
berdasarkan Perdirjen 
GTK No.7327 tahun 
2023 tentang Model 
Kompetensi Kepala 
Sekolah 

1. 

Kepala Sekolah hanya 
memilih 1 indikator 

2. 

Kompetensi Indikator Kompetensi Guru 

Kepribadian 

1.1 
Kematangan moral, emosi, dan spiritual dalam berperilaku 
sesuai dengan kode etik 

1.2 Pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi 

1.3 Orientasi berpusat pada peserta didik 

Sosial 

2.1 
Pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran 

2.2 Kolaborasi untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan. 

2.3 
Keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih 
luas untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan 

Profesional 

3.1 Pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan 

3.2 
Kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta 
didik. 

3.3 
Pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara efektif, 

transparan, dan akuntabel 
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         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Tidak Perlu 
Mengunggah 

Dokumen 

2 
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         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Pelaksanaan Tugas Kepala Sekolah 

  

1 

● Dokumen akuntabilitas bukanlah 
tambahan dokumen baru 

● Jenis dokumen: Kurikulum 
satuan pendidikan, perencanaan 
satuan pendidikan, laporan 
satuan pendidikan, dan 
rangkuman kehadiran guru 

2 

Dokumen akuntabilitas adalah 
rekam kinerja Guru dan 
Kepala Sekolah dalam 
mengerjakan tugas dan 
tanggung jawabnya sehari-
hari di Satuan Pendidikan 

3 

Tidak ada dokumen yang 
perlu diunggah ke dalam 
sistem 

 

4 

Kepala Sekolah cukup 
menyatakan bahwa 
ketersediaan dan isi dokumen 
sudah sesuai. 

Kepala Sekolah mengetahui 
dokumen akuntabilitas yang perlu 

dimiliki oleh Satuan Pendidikan 

Guru dan Kepala Sekolah  
melaksanakan tugas sehari-

harinya 

Guru menunjukkan dokumen 
kepada Kepala Sekolah 

 di luar sistem 

Kepala Sekolah 
mengkonfirmasi ketersediaan 

dokumen akuntabilitas 
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         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Apa Saja Cakupan Dokumen Akuntabilitas Kepala Sekolah? 

No Nama Dokumen Penjelasan 

1 Dokumen KSP Dokumen yang disusun oleh Kepala Sekolah, Guru dan pemangku kepentingan lainnya 
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai dengan 
kurikulum yang dipilih dan ditetapkan oleh satuan pendidikan 

2 Dokumen perencanaan 
satuan pendidikan 

Dokumen yang berisikan rencana kerja satuan pendidikan baik dalam jangka pendek 
maupun jangka panjang, atau biasa disebut dokumen rencana kerja tahunan 

3 Dokumen laporan satuan 
pendidikan 

Dokumen laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan. Untuk konteks 
Pengelolaan Kinerja tahun 2024, maka dokumen yang dimaksud adalah laporan 
Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran tahun sebelumnya atau tahun 2023. 

4 Rangkuman kehadiran 
guru 

Dokumen yang berisi rekapitulasi kehadiran bulanan Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga 
Kependidikan (bukan daftar hadir). 

Sosialisasi Calon Narasumber Pengelolaan Kinerja 2025 

Catatan 
Penamaan di atas bukan nomenklatur untuk membuat dokumen baru; penamaan dokumen mungkin bisa berbeda di lapangan. 
Silakan baca kolom ‘Penjelasan’ untuk mencari padanannya. 

Dokumen tidak diunggah ke dalam sistem.  



         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Periode Hanya 1 Kali 
Dalam Setahun 

3 
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         Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Tahapan Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah 

Kepala Sekolah 
mendapatkan 
Predikat 
Kinerja 
Pegawai dan 
umpan balik 
untuk persiapan 
pengelolaan 
kinerja periode 
selanjutnya 

Perencanaan 
Pelaksanaan  
Pemantauan & Pembinaan            Penilaian  

Menyusun Sasaran Kinerja 
Pegawai (SKP) 

Melakukan pendokumentasian kinerja, 
pemberian umpan balik berkelanjutan, dan 

peningkatan kinerja berkelanjutan 

Mengevaluasi dan 
menetapkan predikat 

kinerja pegawai 

Pemutakhiran 
Data 
Kepala Sekolah 

Prasyarat 
implementasi 
pengelolaan kinerja 
Kepala Sekolah 
adalah data yang 
sudah mutakhir 
dan padan antara 
Dapodik, SI-ASN, 
dan Dukcapil. 

Dibutuhkan 
kolaborasi antar 
aktor lintas K/L. 

 

 

Memastikan data pegawai 
sudah dimutakhirkan agar 

tidak terjadi disparitas 

Plotting Tim 
Kinerja 

Membentuk tim kinerja 
yang akan membantu 
Pejabat Penilai Kinerja 

1 2 3 4 5 

Operator SIM 

Tendik Dinas 

Pendidikan 

membentuk Tim 

Kinerja yang akan 

membatu Kepala 

Dinas pada 

platform SIM 

Tendik. 

Kepala Sekolah memilih 1 

Indikator Kinerja yang 

dikembangkan dari Rapor 

Pendidikan, indikator D3 

terkait Kepemimpinan 

Pembelajaran 

 

Kepala Sekolah memilih 

fokus untuk 7 aspek 

perilaku BERAKHLAK 

yang akan ditingkatkan 

 

Kepala Sekolah memilih 1 

indikator kompetensi 

untuk dikembangkan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
Diskusi 

Persiapan 

B 
Observasi  

Kinerja 

C 
Diskusi 
Tindak 
Lanjut 

E 
Refleksi 
Tindak 
Lanjut 

D 
Upaya 
Tindak 
Lanjut 

Pengelolaan Praktik Kinerja dilakukan 
sebanyak 1 kali dalam setahun. 

Sosialisasi Calon Narasumber Pengelolaan Kinerja 2025 
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93 Kembali ke Daftar Isi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Jan 
● Melaksanakan tugas pokok 
● Berdiskusi dengan KS, menyusun SKP (untuk 1 

tahun) 

Februari 

Maret 

● Melaksanakan tugas pokok 
● Berdiskusi dengan KS untuk persiapan 

observasi praktik kinerja 
● Menerima umpan balik hasil observasi dari 

Kepala Sekolah 
● Mulai melakukan kegiatan pengembangan 

kompetensi sesuai kompetensi yang dipilih 

Kepala Sekolah Guru 

● Mengelola pelaksanaan tugas pokok Guru 
● Menyetujui dan menyepakati SKP Guru 

● Mengelola pelaksanaan tugas pokok Guru 
● Mengobservasi praktik kinerja Guru di kelas 
● Mengirimkan umpan balik hasil observasi ke Guru 
● Menyetujui rencana tindak lanjut Guru 
● Memantau dan membina perilaku kerja Guru 

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 
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94 Kembali ke Daftar Isi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

● Melaksanakan tugas pokok 
● Melaksanakan upaya tindak lanjut 

peningkatan kinerja yang telah disepakati 
● Melakukan kegiatan pengembangan 

kompetensi yang dipilih 

● Mengelola pelaksanaan tugas pokok Guru 
● Memantau dan membina upaya tindak lanjut 

peningkatan kinerja Guru 
● Memantau dan membina perilaku kerja Guru 

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 

Kepala Sekolah Guru 

April 

Mei 

Juni 
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95 Kembali ke Daftar Isi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Juli 

Agustus 

Sep- 
tember 

Kepala Sekolah Guru 

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 

● Melaksanakan tugas pokok 
● Melaksanakan upaya tindak lanjut peningkatan 

kinerja yang telah disepakati 
● Melakukan kegiatan pengembangan 

kompetensi yang dipilih 
● Mulai melakukan refleksi atas upaya 

peningkatan kinerja dan pelaksanaan 
kegiatan pengembangan kompetensi 

● Mengelola pelaksanaan tugas pokok Guru 
● Memantau dan membina upaya tindak lanjut 

peningkatan kinerja Guru 
● Memantau dan membina perilaku kerja Guru 
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96 Kembali ke Daftar Isi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Oktober 
● Melaksanakan tugas pokok 
● Menyelesaikan refleksi atas 

upaya peningkatan kinerja 
dan pelaksanaan kegiatan 
pengembangan 
kompetensi Novem-

ber 

Desem- 
ber 

Kepala Sekolah Guru 

● Mengelola pelaksanaan tugas pokok Guru 
● Memberikan umpan balik kepada hasil 

refleksi peningkatan kinerja dan 
pelaksanaan kegiatan pengembangan 
kompetensi Guru 

● Mengkonfirmasi ketersediaan dokumen 
akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok Guru 

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 

● Melaksanakan tugas pokok 
● Mendapatkan predikat 

kinerja tahunan 

● Mengelola pelaksanaan tugas pokok Guru 
● Mengirimkan data penilaian Guru ke Kepala Dinas 
● Menetapkan predikat kinerja tahunan Guru 

Kepala Dinas 
Pendidikan 

Menetapkan predikat 
kinerja organisasi satuan 
pendidikan (PKO) 


